SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang :

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

bahwa penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah
Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di
Kabupaten Musi Banyuasin merupakan tanggung jawab
Pemerintah Kabupaten yang diselenggarakan dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan
menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang
memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, syarat
kontinuitas dan syarat keterjangkauan;

bahwa berdasarkan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan
Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem
Penyediaan Air Minum dan Pasal 4 Peraturan Menteri
PUPR Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelanggaraan
Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Kabupaten
perlu perlu menyusun dan menetapkan Kebijakan Dan
Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air
Minum setiap 5 (lima) tahun sekali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tentang Kebijakan dan Strategi
Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Kabupaten Musi Banyuasin;



Mengingat

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali
diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 190,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6858);



10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015
tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5801);

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015
tentang Sistem Penyediaan Sumber Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5802);

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 Tentang
Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh
Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan
Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 127);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2020-2024 (Lembaran Negara Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sistem  Air
Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1154);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rumah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2016-2036 (Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun
2016);



Menetapkan

13. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2020 tentang
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum
Daerah Musi Banyuasin Tahun 2020-2034 (Berita
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020
Nomor 117);

14. Peraturan Bupati Nomor 16 Rahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN
STRATEGI PELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2

Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi

Banyuasin.

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem
Penyediaan Air Minum kabupaten Musi Banyuasin yang
selanjutnya disingkat KSDP SPAM Musi Banyuasin adalah
pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem
penyediaan air minum bagi Pemerintah kabupaten Musi
Banyuasin, badan usaha, dan masyarakat.

Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui
proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang
memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air
minum  untuk memenuhi kebutuhan  masyarakat
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10.

11.

12.

agarmendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan
produktif.

Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut
SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-
fisik dari prasarana dan sarana air minum.

Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang
bertujuan membangun, memperluas dan/atau
meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik
(kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat,
dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk
melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat
menuju keadaan yang lebih baik.

Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan
merencanakan, melaksanakan, konstruksi, mengelola,
memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau
mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non-fisik penyediaan
air minum.

Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya
disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik daerah,
Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum
Daerah, koperasi, badan usaha swasta, Badan Usaha Milik
Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan
penyelenggaraan pengembangan SPAM di kabupaten Musi
Banyuasin.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai
oleh Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin dan seluruh
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai
Penyelenggara.

Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai
kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial
budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang

dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.



13.

14.

15.

16.

57

Badan Usaha Swasta adalah badan hukum milik swasta
yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai
kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan
yurisdiksi yang sama di kabupaten Musi Banyuasin.
Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan
badan di kabupaten Musi Banyuasin.
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja
pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi
dan produktivitas.
Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes,
adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah
desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan
oleh pemerintah desa dan masyarakat di kabupaten Musi
Banyuasin.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi
Pemerintah Kabupaten, Penyelenggara, dan pemangku
kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan

pengembangan SPAM yang berkualitas.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan
Penyelenggaraan SPAM di kabupaten;

b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik
(kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat,
dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi

dengan prasarana dan sarana sanitasi;
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c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia

secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat

kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.

Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2027,

. Skenario  Penyelenggaraan SPAM  kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2023 - 2027;

. Sasaran Kebijakan Penyelenggaraan SPAM kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2023 - 2027; dan

. Rencana Tindak Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan

SPAM kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2027.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

(1)

Pasal 4

Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem
Penyediaan Air Minum Kabupaten Musi Banyuasin yang
selanjutnya disingkat KSDP SPAM Musi Banyuasin adalah
pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem
penyediaan air minum bagi Pemerintah Kabupaten, Badan

Usaha, dan Masyarakat.

KSDP SPAM Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I :  PENDAHULUAN

BABII : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM.

BABIII : ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN
TANTANGAN PENYELENGGARAAN



SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

BAB IV : KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM

BABV : RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM

BAB VI : PENUTUP

(3) KSDP SPAM Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN
Pasal 5

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KSDP SPAM Musi
Banyuasin dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai

dengan kewenangannya.

(2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KSDP
SPAM Musi Banyuasin dilaksanakan sesuai ketentuan

Peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pemerintah
kabupaten yang telah mempunyai kebijakan dan strategi
Penyelenggaraan SPAM kabupaten/kota perlu menyesuaikan

dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 12 Juni 2023

ttd

H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 12 Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ttd

MUSNI WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

-

ROMASARI PURRA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003



